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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Akhir Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam 

Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara disusun dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Kajian Kebijakan Asimetris bagi 

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara. Hal tersebut didasarkan pada 

Peraturan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 

05 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan 

Evaluasi Kegiatan dan Anggaran. Di samping itu, secara substansi laporan akhir 

kajian ini disusun untuk memperkaya kognisi dan menyamakan persepsi terkait 

kebutuhan kebijakan asimetris dalam mempercepat pembangunan kawasan 

perbatasan negara. 

Adapun tujuan dari Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam 

pembangunan infrastruktur di Kawasan Perbatasan Negara yang dilaksanakan 

oleh Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian 

PPN/Bappenas adalah untuk merumuskan konsep kebijakan asimetris 

pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan negara, serta 

mengidentifikasi kebutuhan dan isu pembangunan asimetris kawasan 

perbatasan. Berdasarkan tujuan tersebut, kajian ini memberikan output berupa 

rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan asimetris pembangunan 

infrastruktur di kawasan perbatasan negara. 

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam pembangunan 

infrastruktur di Kawasan Perbatasan ini masih memiliki beberapa kekurangan 

karena berbagai keterbatasan, sehingga perlu diperdalam lebih lanjut. Oleh 

karena itu, kami mengharapkan saran dan kritiknya sebagai penyempurnaan 

implementasi kebijakan asimetris bagi pembangunan kawasan perbatasan 

negara. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi baik 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota kawasan perbatasan dan 

kementerian/lembaga terkait, sehingga kajian ini dapat terselenggara dengan 

baik. 
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RINGKASAN HASIL KAJIAN  

1.  Latar Belakang  
 

Arah pembangunan Indonesia yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 ï 
2019 adalah percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan dan kekhasan daerah dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Prinsip pemerataan dan keadilan erat kaitannya dengan 
pelaksanaan desentralisasi yang sangat penting dalam program ï program 
pembangunan wilayah di seluruh Indonesia. Pembangunan tidak hanya fokus 
pada pusat pertumbuhan namun juga difokuskan pada daerah-daerah 
pinggiran dan terdepan yang berpotensi menjadi beranda depan negara. 

Pembangunan daerah pinggiran perlu diletakan dasar ï dasar kebijakan 
asimetris, yaitu dengan memberikan kebijakan keberpihakan pada daerah ï 
daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan (RPJMN 2015-2019). Hal tersebut 
disebabkan kondisi geografis-sosial sebagai daerah yang memiliki 
kesenjangan tinggi karena kurangnya kegiatan pembangunan. Untuk itu, 
diperlukan afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan melihat pada 
karakteristik aktivi tas ekonomi, kondisi keterisolasian dan kondisi sosial yang 
ada di dalam dan di sekitar wilayah tersebut.  

Merujuk pada nawacita ke-3 presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla, 
ñMembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 
dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuanò, ini menjadi peletakan dasar 
dimulainya desentralisasi asimetris. Oleh sebab itu terdapat 5 arah kebijakan 
pengembangan desentralisasi asimetris: 1) Penguatan tata kelola dan 
peningkatan kualitas pemerintahan daerah; 2) Pembangunan Desa dan 
Kawasan Perdesaan; 3) Pembangunan daerah tertinggal; 4) Pengembangan 
kawasan perbatasan; 5) Penataan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk 
kesejahteraan masyarakat. Kawasan perbatasan dinilai perlu medapatkan 
perlakuan khusus mengingat perannya sebagai batas Negara. Daerah 
perbatasan memegang fungsi penting karena kompleksitas masalah yang 
dihadapi dan daerah perbatasan harus menjadi halaman depan Negara. 

Sesuai dengan target yang ada di dalam Sasaran Pembangunan 
Kewilayahan dan Antarwilayah dalam RPJMN 2015 ï 2019, pembangunan 
kawasan perbatasan difokuskan pada pengembangan pusat ekonomi 
perbatasan di 10 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 lokasi 
prioritas (lokpri) serta peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat 
perbatasan di 92 pulau ï pulau kecil terluar dan terdepan. Ada tiga dimensi 
yang diterapkan dalam usaha pencapaian target tersebut, yaitu 
kesejahteraan, keamanan dan lingkungan. Dengan begitu kawasan 
perbatasan kedepannya diharapkan menjadi wilayah yang maju, berdaulat 
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dan berwawasan lingkungan sebagai beranda depan negara yang berdaya 
saing tinggi. 

Kajian ini dilaksanakan dalam rangka identifikasi upaya-upaya asimetris 
untuk mendorong upaya percepatan pembangunan di daerah pinggiran, 
terutama kawasan perbatasan negara. Lebih lanjut, kajian ini akan 
mengidentifikasi apa kebijakan yang tepat dalam rangka penerapan 
kebijakan asimetris di kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan sebagai beranda depan negara. Direktorat 
Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas yang memiliki 
fokus perhatian salah satunya pada kawasan perbatasan bermaksud 
mengadakan kegiatan Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam 
pembangunan infrastruktur di Kawasan Perbatasan Negara. Kajian ini 
diharapkan dapat merumuskan konsep program ï program yang dapat 
membantu kawasan perbatasan melaksanakan urusan daerahnya. 

 

2.  Tujuan  
Tujuan dari Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam 

pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara yang dilaksanakan oleh 
Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas adalah:  

a. Memahami kebijakan asimetris pembangunan infrastruktur di daerah 
perbatasan negara; 

b. Identifikasi Kebutuhan dan Isu Pembangunan Asimetris Pembangunan 
Perbatasan; 

c. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan 
asimetris pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan negara. 

Berdasarkan tujuan tersebut maka keluaran yang dari kajian ini sebagai 
berikut:  

a. Pemahaman yang utuh mengenai kebijakan kebijakan asimetris dalam 
pembangunan infrastruktur di  daerah perbatasan negara; 

b. Teridentifikasinya kebutuhan dan isu pembangunan asimetris 
pembangunan perbatasan; 

c. Bahan rekomendasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga terkait 
untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan asimetris dalam 
pembangunan infrastruktur daerah perbatasan negara. 

Adapun ruang lingkup kajian ini antara lain sebagai berikut:  

a. Melakukan desk study terhadap konsep desentralisasi asimetris dan 
kebijakan asimetris, telaah terhadap regulasi terkait desentralisasi dan 
hubungannya dengan kewenangan pembangunan kawasan 
perbatasan;  

b. Analisis terhadap hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 
infrastruktur di pusat dan daerah;  

c. Memberikan rekomendasi hasil analisis yang aplikatif terhadap 
percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan; 

d. Penyusunan laporan-laporan. 
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3.  Metodologi  
3.1. Kerangka Analisis 

 
Kerangka analisis dalam kajian ini diawali dengan pemahaman 

utuh mengenai kebijakan asimetris baik dari aspek teoritis dan praktis. 
Untuk dilakukan peninjauan konseptual, talaah regulasi, benchmarking 
terhadap kebijakan asimetris negara lain serta Lesson Learn kebijakan 
asimetris yang pernah diterapkan di Indonesia. Tahapan kedua yaitu 
mengidentifikasi kebutuhan dan isu pembangunan asimetris di daerah 
perbatasan. Untuk itu dilakukan identifikasi kebutu han pembangunan 
yang bersumber dari daftar masukan/kebutuhan pembangunan yang 
meliputi aspek ekonomi, konektivitas, infrasturktur dasar dan 
pertahanan keamanan. Berdasarkan sumber tersebut kemudian dapat 
diketahui isu pembangunan didaerah perbatasan. Dari kedua tahapan 
tersebut kemudian dilakukan analisis dua arah sehingga dapat 
dirumuskan rekomendasi kebijakan asimetris yang dapat mendorong 
percepatan pembangunan di daerah perbatasan. Berikut adalah 
kerangka pikir kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam 
Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara. 

 

 
 

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Kajian  
Sumber: Olahan Penulis 

 
 

3.2.  Metode Pelaksanaan Kajian  
Kajian ini menggunakan pendekatan sebagaimana pada proses 

kajian hukum dan deks study (studi literatur). Pendekatan tersebut 
sangat relevan dimana obyek kajian berkaitan dengan peraturan 
perundangan, dokumen-dokumen perencanaan, laporan dan evaluasi 
pelaksanaan pembangunan perbatasan nasional. Sedangkan studi 
literatur sangat relevan untuk meninjau literatur terkait desentralisa si 
asimetris dinegara lain maupun literature lain yang relevan terkait 
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desentralisasi, desentralisasi asimetris serta praktik penyelenggaraan di 
negara lain. 
 

3.3.  Data  
Adapun jenis data yang digunakan dalam kajian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil pelaksaan 
FGD serta daftar kebutuhan pembangunan di daerah perbatasan. 
Sedangkan data sekunder meliputi dokumen perencanaan 
pembangunan kawasan dan peraturan perundangan-undangan terkait 
daerah perbatasan negara dan pemerintahan daerah.   
 

4.  Hasil Kajian & Analisis  
4.1.  Kebijakan Asimetris Pembangunan Daerah Perbatasan  

Kebijakan Asimetris khususnya terkait pembangunan kawasan 
perbatasan pada dasarnya telah menjadi bagian dari agenda 
pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Adapun pendekatan 
dalam pembangunan kawasan perbatasan terdiri: 1) pendekatan 
keamanan (security approach), 2) pendekatan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Kedua pendekatan 
tersebut difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 
dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 
13 Provinsi. Adapun Arah Kebijakan dalam pengambangan kawasan 
perbatasan dalam RPJMN 2015-2019 adalah ñMempercepat 
pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama 
peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta 
menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas 
ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi 
dan berwawasan lingkunganò.  

Untuk mempercepat pengambangan kawasan perbatasan tersebut 
maka dirumuskan 14 strategi pembangunan.  Terdapat dua strategi 
yang bersifat asimetris yaitu Strategi ke-12 yang berbunyi ñMenerapkan 
kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara 
dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan 
sosial dasar) dan distribusi keuangan negara. Serta Strategi ke-13 yang 
berbunyi ñMenerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan 
Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi 
pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasiò. 
Amanat pembangunan daerah perbatasan tersebut termasuk yang 
berlandaskan kebijakan asimetris merupakan kewenangan Badan 
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagaimana diatur dalam 
Perpres Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan. BNPP sebagai pengelola batas wilayah negara dan 
kawasan perbatasan menterjemahkan kebijakan asimetris 
pengembangan perbatasan sebagaimana termaktub dalam RPJMN 
2015-2019 dalam Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Perbatasan Negara 
Tahun 2015-2019. 
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Dalam dokumen RIP Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 
disebutkan setidaknya terdapat tiga (3) strategi BNPP yang merupakan 
strategi turunan dari RPJMN 2015-2019 yang bersifat asimetris. 
Pertama , mengembangkan kebijakan khusus tentang 
penataan/pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dikawasan 
perbatasan. Strategi ini dimaksudkan unutk memberikan kesempatan 
pengembangan kecamatan perbatasan sesuai dengan porsi 
kebutuhannya. Kedua , mengambangkan kebijakan tentang penataan 
kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintah di 
kawasan perbatasan negara. Strategi ini dimaksudkan penguatan 
kewenangan dan kelembagaan kecamatan di perbatasan. Pentingnya 
penguatan kecamatan sesuai dengan amanat UU Nomor 43 Tahun 
2008 tentang Wilayah Negara serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dimana peran kewenangan dan kelembagaan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan negara 
berada di tangan Camat. Ketiga , mengembangkan kebijakan asimetris 
dibidang keuangan negara/daerah, termasuk kebijakan alokasi, untuk 
pembangunan kawasan perbatasan negara. Perlunya sistem tata kelola 
yang berorientasikan pada kebutuhan lokasi prioritas (daerah 
perbatasan), manjadi dasar pentingnya strategi ini. Strategi kebijakan 
asimetris dibidang keuangan negara/daerah termasuk kebijakan alokasi 
pendanaan. 

Dari penetapan strategi tersebut, BNPP secara spesifik kebijakan 
asimetris ditujukan untuk Penguatan Kelembagaan. Adapun program 
dan kegiatan dalam penguatan kelembagaan sebagai berikut. 

 

Tabel. 4.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan Pengelolaan Batas 
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Bersifat Asimetris  

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/SASARAN 
KEGIATAN/INDIKATOR 

LOKASI VOLUME K/L TERKAIT 

PENGUATAN KELEMBAGAAN 

 Program Pengembangan Kebijakan Asimetris untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara  
A.1 Pengembangan kebijakan 

pembangunan infrastruktur 
pemerintahan kecamatan 
lokasi prioritas kawasan 
perbatasan negara 

A.1a Tersedianya Kebij akan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Kecamatan 
Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara  
Jumlah dokumen Rancang 
Bangun Pilot Project 
Pengembangan Infrastruktur 
Pemerintahan Kecamatan 
Lokasi Prioritas Kawasan 
Perbatasan Negara 

Lokpri  8 BNPP dan BPP 
Kemendagri 

Jumlah dokumen Kajian 
Pengembangan dan 
Penanganan Masalah 
Pengelolaan Infrastruktur 
Pemerintahan Kecamatan 
Lokasi Prioritas Kawasan 
Perbatasan Negara 

Lokpri  8 BNPP dan BPP 
Kemendagri 

Jumlah Aplikasi dan Data Base 
Infrastruktur Pemeri ntahan 
Kecamatan Lokasi Prioritas 
Kawasan Perbatasan Negara 

Regional 4 BNPP 

Jumlah Kecamatan Lokasi Lokpri  164 Ditjen 
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NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/SASARAN 
KEGIATAN/INDIKATOR 

LOKASI VOLUME K/L TERKAIT 

PENGUATAN KELEMBAGAAN 

Prioritas yang dilakukan 
penataan Administrasi 
Kependudukan di Kawasan 
Perbatasan Negara 

Dukcapil 
Kemendagri 

Penataan Daerah Otonom di 
Kawasan Perbatasan Negara 

A.1b Terbentuknya Daerah Persiapan Otonom Baru di Kawasan Perbatasan Negara  
 Jumlah Daerah Persiapan 

Otonomi Baru di 
Kawasan Perbatasan Negara 
 

Kabupaten/Kota 
Kawasan 
Perbatasan 
Nasional 

28 Ditjen Otda 
Kemendagri 

 Program Regulasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara  
A.2 Penyusunan Peraturan 

Perundangan tentang 
Penguatan Kelembagaan 
Pengelolaan dan 
Pengembangan Kawasan 
Perbatasan Negara 

A.2 Tersedianya Peraturan Perundangan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan 
dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara 

 Jumlah dokumen Peraturan 
Perundangan tentang 
Penguatan Kelembagaan 
Pengelolaan dan 
Pengembangan Kawasan 
Perbatasan Negara 

Terpusat 6 BNPP dan 
Kemendagri 

Sumber: Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 

Berdasarkan telaah dokumen RIP Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 
diketahui bahwa Pemerintah melalui BNPP telah menetapkan kebijakan 
asimetris pembangunan daerah perbatasan dalam aspek kelembagaan. 
Penguatan kelembagaan ditujukan bagi kecamatan, daerah otonom 
baru di kawasan perbatasan serta kelembagaan pengelolaan dan 
pengambangan kawasan berbatasan negara.  

 

4.2.  Kewenangan Pemerintah Dalam Pembangunan Perbatasan 
Perspektif Normatif  

Dalam kerangka normatif kewenangan pemerintah baik pusat 
maupun daerah dalam pembangunan perbatasan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 
Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Pemerintah dapat menugasi 
pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya daam 
pembangunan Kawasan Perbatasan. Hal tersebut dapat dibenarkan, 
sebab Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang 
terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan 
negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan 
Perbatasan berada di kecamatan.  

Adapun kewenangan pemerintah provinsi menurut UU 43 Tahun 
2008 dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 
adalah sebagai berikut: 

a) Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan 
lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 

b) Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; 
c) Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-

pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan 
pihak ketiga; dan 
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d) Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan 
Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota 

Sementara itu kewenangan pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan 
Perbatasan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut: 

a) Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan 
lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 

b) Menjaga dan memelihara tanda batas; 
c) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas 

pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; 
d) Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-

pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan 
pihak ketiga. 

Pembahasan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam 
kawasan perbatasan negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut 
menyebutkan bahwa kawasan perbatasan negara adalah kecamatan-
kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. 
Kawasan tersebut menjadi otoritas Pemerintah Pusat, mengingat 
berhubungan dengan ketahananan negara. Kewenangan Pemerintah 
Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang 
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. 
Pemerintah Pusat juga memiliki kewenangan dalam hal: 1) Penetapan 
rencana detail tata ruang;  2) Pengendalian dan izin pemanfaatan 
ruang; 3) Pembangunan sarana dan prasarana kawasan. 

Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU 23 
Tahun 2014 antara lain: 1) Kewenangan Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat, yaitu mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan 
kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat; 2) Gubernur dibantu oleh bupati/wali kota dalam 
mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; 3) 
Bupati/wali kota menugaskan camat untuk membantu gubernur dalam 
pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; 4) Daerah memiliki 
kewenangan selain pengelolaan  dan pemanfaatan kawasan 
perbatasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pembahasan tersebut diketahui bahwa terdapat 
perbedaan cakupan kewenangan pengelolaan wilayah negara dan 
kawasan perbatasan bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun 
kabupaten/kota antara UU 43/2008 dengan UU 23/2014. Dimana pada 
UU 43/2008 memberikan ruang lebih bagi pemerintah daerah provinsi 
dan kabupaten/kota untuk mengelola daerah perbatasan. Sementara 
pada UU 23/2014 kewenangan pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota sebatas koordinasi pelaksanaan pembangunan yang 
dilaksanakan Pemerintah Pusat, serta melaksanakan pengelolaan 
sesuai dengan peraturan perundangan. UU 23 Tahun 2014, 
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memberikan peluang asimetri bagi pemerintah daerah tingkat 
kabupaten/kota dalam pembentukan kecamatan di kawasan 
perbatasan. Dimana pembentukan kecamatan dikawasan perbatasan 
harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara sebelum 
ditetapkan dalam Perda Kabupaten/Kota.  

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa, kecamatan 
merupakan kawasan perbatasan negara. Konsekuensi nya adalah 
kecamatan menjadi satuan Lokasi Prioritas Nasional, dengan kata lain 
kecamatan dipandang sebagai lokasi intervensi Pemerintah Pusat 
dalam pembangunan kawasan perbatasan. Meskipun telah menjadi 
pembahasan dalam RPJMN 2015-2019 dan RIP Perbatasan Negara 
Tahun 2015-2019, perihal upaya pelaksanaan kebijakan asimetris 
khususnya bagi kecamatan sebagaimana terdapat pada Strategi 12 dan 
13 RPJMD 2015-2019. Namun masih belum memberikan kejelasan 
bagaimana ñbentukò kecamatan ideal di kawasan perbatasan yang 
mampu mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. 

Salah satu upaya yang dilakukan BNPP dalam penguatan 
kelembagaan kecamatan yaitu dengan melakukan kajian terkait Konsep 
Model Kecamatan Kawasan Perbatasan. Dalam kajian tersebut 
disebutkan bahwa diperlukan kewenangan tambahan bagi kecamatan 
dalam percepatan pembangunan daerah perbatasan. Adapun 
rekomendasi penguatan kewenangan tersebut antara lain: 

a) Mengoordinasikan aktivitas pengelolaan Perbatasan antar 
negara; 

b) Mengoordinasikan aktivitas han-kam di kec. Perbatasan; 
c) Melaksanakan pembinaan masyarakat kawasan perbatasan, 

bersama pemerintah desa 
d) Melaksanakan ñtugas pembantuanò dari pemerintah pusat 

terkait kecamatan perbatasan. 
Usulan rencana penguatan kapasitas kecamatan dalam bentuk 

produk hukum tersebut, pada dasarnya dapat menjadi suatu kebijakan 
asimetris untuk menguatkan kelembagaan kecamatan. Namun 
demikian mestinya juga dipahami bahwa jika kecamatan ditetapkan 
sebagai agent pembangunan, semestinya secara otomatis pemerintah 
daerah ikut menjadi agent pembangunan. Hal tersebut dikarenakan 
Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bertanggunjawab langsung 
kepada kepala daerah (Bupati/Walikota) melalui Sekretaris Daerah, 
artinya kecamatan merupakan alat pemerintah daerah 
(kabupaten/kota) sehingga segala aktivitasnya diatur dan diketahui 
oleh pemerintah daerah. Perlu diketahui bahwa kecamatan merupakan 
perangkat daerah yang tidak secara langsung memiliki kewenangan 
teknis yang mampu mendorong percepatan pembangunan daerah 
perbatasan. 
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Selain peninjauan atas kewenangan pemerinah pusat dan daerah, 
serta kecamatan tersebut, dalam hal percepatan pembangunan daerah 
perbatasan nasional mestinya dapat memaksimalkan peran pemerintah 
desa di daerah perbatasan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah (pusat) 
dapat memprakarsasi pembentukan Desa di kawasan yang bersifat 
khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Kawasan yang bersifat 
khusus dan srategis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU 
6/2014 tersebut salah satunya adalah kawasan terluar dalam wilayah 
perbatasan antarnegara. Dengan demikian keberadaan pemerintah 
desa secara normatif dapat dibenarkan, khususnya dalam 
pembangunan daerah perbatasan negara. 

Pengobtimalan peran pemerintah desa dalam pembangunan di 
daerah perbatasan dapat menjadi alternatif kebijakan. Sebagaimana 
diketahui bahwa pemerintah desa secara kapasitas anggaran (Dana 
Desa) sangat berdaya. Dengan kapasitas anggaran tersebut diharapkan 
dapat mendorong keberdayaan masyarakat, mendorong terlaksananya 
pembangunan sesuai dengan kewenangan dan daya jangkau 
pemerintah desa. 

 

 

 

4.3.  Kebutuhan Intervensi Pembangunan Daerah Perbatasan  
Kebutuhan pembangunan daerah perbatasan meliputi empat aspek 

dasar yaitu Ekonomi, Konektivitas, Infrastruktur Dasar dan Pertahanan 
Keamanan. Identifikasi kebutuhan pembangunan daerah perbatasan 
dilakukan melalui mekanisme bottom up , dengan berdasarkan form 
daftar kebutuhan pembangunan daerah perbatasan antara lain 
tersebar dalam beberapa wilayah yaitu Sumatera, Kalimantan, 
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kemudian feedback dari 
pemerintah daerah tersebut menjadi dasar penentuan kebutuhan 
intervensi Pembangunan Daerah Perbatasan. 

a)  Kebutuhan Pembangunan Wilayah Sumatera  
Adapun hasil inventarisasi usulan pemerintah daerah terkait 

kebutuhan intervensi pembangunan kawasan perbatasan negara di 
Wilayah Sumatera yaitu sebagai berikut. 
1) Sektor Ekonomi, meliputi: (i) pengembangan sektor perdagangan 

dan UMKM; (ii) p engembangan sektor pariwisata; (iii) 
pengembangan sektor perikanan dan peternakan; (iv) 
pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat; dan (v) 
penguatan permodalan usaha masyarakat. 

2) Sektor Konektivitas, meliputi: (i) k etersediaan akses darat meliputi 
pembukaan jalan baru, pembangunan jalan baru dan perawatan 
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jalan; serta (ii) k etersediaan akses perairan meliputi dermaga, dan 
sarana transportasi perairan. 

3) Sektor Infrastruktur Dasar , meliputi: (i) pembangunan BTS; (ii) 
Pembangunan PLTS dan PLTD; (iii) pembangunan embung, SPAM; 
(iv) Pembangunan/rehab gedung sekolah, ruang belajar, 
perpustakan, rumah dinas; (v) pembangunan/rehab puskesmas, 
pustu, poskesdes, polindes, rumah dinas; pengadaan ambulan 
(mobil dan kapal). 

4) Sektor Pertahanan Keamanan, meliputi: (i) p embangunan/renovasi 
dermaga Hankam; dan (ii) p embangunan/renovasi Pos Angkatan 
Laut. 
Adapun permasalahan yang membutuhkan kebijakan asimetris 

yaitu sebagai berikut. 
1) Penyelesaian verifikasi lokpri yang diusulkan Pemprov Kepri terkait 

perbatasan di Batam 
2) Percepatan pengembangan Pulau Nipa mengingat hak pakai sudah 

ditetapkan oleh beberapa kementerian.  
 
b)  Kebutuhan Pembangunan Wilayah Kalimantan  

Adapun hasil inventarisasi usulan pemerintah daerah terkait 
kebutuhan intervensi pembangunan kawasan perbatasan negara di 
Wilayah Kalimantan yaitu sebagai berikut.  
1) Sektor Ekonomi, meliputi: (i) p engembangan sektor perdagangan 

dan UMKM;(ii) p engembangan sektor pariwisata; (iii) 
pengembangan sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan 
peternakan; (iv) pemberdayaan dan peningkatan kapasitas 
masyarakat; (v) penguatan permodalan usaha masyarakat; (vi) 
akses lapangan pekerjaan. 

2) Sektor Konektivitas, meliputi: (i) k etersediaan akses darat meliputi 
pembukaan jalan baru, pembangunan jalan baru dan perawatan 
jalan; serta (ii) k etersediaan akses perairan meliputi dermaga, dan 
sarana transportasi perairan. 

3) Sektor Infrastruktur Dasar , meliputi: (i) pembangunan BTS; (ii) 
Pembangunan PLTS, PLTD; (iii) pembangunan embung; (iv) 
Pembangunan/rehab gedung sekolah, ruang belajar, perpustakan, 
rumah dinas; serta (v) mobil dan kap al. 

4) Sektor Pertahanan Keamanan, meliputi: (i) p embangunan/renovasi 
Pos Angkatan Laut; dan (ii) Pembuatan jalan inspeksi dan patrol 
perbatasan. 

 
Adapun permasalahan yang membutuhkan kebijakan asimetris 

yaitu sebagai berikut. 
1) Kebijakan mengakomodasi persoalan kewarganegaraan ganda. 
2) Pembangunan infrastruktur yang lebih permanen, dengan 

mempertimbangkan posisi Kalimantan yang berada pada Alur Laut 
Kepulauan Indonesia (ALKI) I. 

3) Pengaturan lalu lintas yang mengakomodasi jalur dagang 
tradisional melintasi Malaysia. 
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4) Pengembangan Pulau Maratua sebagai kawasan khusus pariwisata 
melalui penyelesaian Tata Ruang sisi laut, penyediaan energi, dan 
telekomunikasi. 

5) Pembentukan DOB di Krayan, Sebatik, dan Kabudaya (Kabupaten 
Bumi Dayak Jaya) untuk mempercepat pembangunan kawasan 
perbatasan. 

 
c)  Kebutuhan Pembangunan Wilayah Sulawesi  

Adapun hasil inventarisasi usulan pemerintah daerah terkait 
kebutuhan intervensi pembangunan kawasan perbatasan negara di 
Wilayah Kalimantan yaitu sebagai berikut. 
1) Sektor Ekonomi, meliputi: (i) p engembangan sektor perdagangan 

dan UMKM; (ii) p engembangan sektor perikanan; (iii) p enyediaan 
pergudangan dan coldstorage; (iv) p eningkatan ketrampilan 
masyarakat dan akses lapangan kerja; serta (v) p engembangan 
sektor pariwisata. 

2) Sektor Konektivitas, meliputi:  (i) pembukaan, pembangunan, & 
perawatan jalan; (ii) pembangunan bandara; dan (iii) ketersediaan 
transportasi air. 

3) Sektor Infrastruktur Dasar , meliputi: (i) pembangunan BTS; (ii) 
pembangunan PLTS; (iii) pembangunan SPAM; (iv) 
pembangunan/rehab gedung sekolah, ruang belajar, perpustakaan, 
rumah dinas, asrama siswa; (v) pembangunan/rehab Rumah Sakit, 
puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, polindes, 
rumah dinas tenaga kesehatan, dan pengadaan ambulan. 
Adapun permasalahan yang membutuhkan kebijakan asimetris 

yaitu sebagai berikut. 
1) Kebijakan penyelesaian ilegal fishing dan penyelundupan senjata.  
2) Peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan 

Nusa Utara yang seringkali menjadi pintu masuk kelompok 
fundamentalis dan ancaman terorisme. 

3) Peningkatan iklim investasi untuk usaha pengolahan ikan dan hasil 
laut lainnya di Kepulauan Sangihe dan Talaud. 
 

d)  Kebutuhan Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara  
Adapun hasil inventarisasi usulan pemerintah daerah terkait 

kebutuhan intervensi pembangunan kawasan perbatasan negara di 
Wilayah Nusa Tenggara yaitu sebagai berikut. 
1) Sektor Ekonomi, meliputi: (i) pengembangan sektor perdagangan 

dan UMKM; (ii) p eningkatan produktivitas dan produk olahan hasil 
perikanan, pertanian, dan peternakan;  (iii) p enyediaan sarpras 
teknologi tepat guna;  (iv) peningkatan ketrampilan masyarakat dan 
akses lapangan kerja. 

2) Sektor Konektivitas, meliputi: (i) k etersediaan akses darat meliputi 
pembukaan jalan baru, pembangunan jalan baru dan perawatan 
jalan; (ii) k etersediaan akses perairan meliputi dermaga, dan 
sarana transportasi perairan; dan (iii) k etersediaan akses udara 
yakni pembangunan bandara. 
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3) Sektor Infrastruktur Dasar , meliputi: (i) pembangunan BTS; (ii) 
Pembangunan PLTS; (iii) pembangunan embung dan SPAM; (iv) 
Pembangunan/rehab gedung sekolah, ruang belajar, perpustakan, 
rumah dinas, asrama siswa; (v) pembangunan/rehab puskesmas, 
pustu, poskesdes, polindes, rumah dinas; pengadaan ambulan dan 
puskesmas keliling. 

4) Sektor Pertahanan Keamanan, yaitu r enovasi pembangunan Pos 
Angkatan Laut Booking yang berada di Kabupaten Kupang. 
Adapun permasalahan yang membutuhkan kebijakan asimetris 

yaitu sebagai berikut. 
1) Pemberian insentif bagi investasi di bidang pariwisata. 
2) Penanganan masalah penyelundupan Bahan Bakar Minyak yang 

menyebabkan pasokan energi di perbatasan NTT sangat terbatas. 
3) Peningkatan dan pengembangan skema kerjasama triangular 

antara RI-RDTL dalam pembangunan infrastruktur di perbatasan 
RI-RDTL. 

 
e)  Kebutuhan Pembangunan Wilayah Maluku  

Adapun hasil inventarisasi usulan pemerintah daerah terkait 
kebutuhan intervensi pembangunan kawasan perbatasan negara di 
Wilayah Maluku yaitu sebagai berikut. 
1) Sektor Ekonomi, meliputi: (i) p engembangan sektor perdagangan 

dan UMKM; (ii) p eningkatan produktivitas dan produk olahan hasil 
perikanan, dan rumput l aut;  (iii) Penyediaan sarpras pengolahan 
hasil sektor perikanan dan rumput laut;  (iv) Peningkatan 
ketrampilan masyarakat dan akses lapangan kerja; dan (v) 
pengembangan sektor pariwisata. 

2) Sektor Konektivitas, meliputi: (i) pembukaan, pembangunan, & 
perawatan jalan;  (ii) pembangunan bandara; (iii) pembangunan 
dermaga & transportasi air. 

3) Sektor Infrastruktur Dasar , meliputi: (i) pembangunan BTS; (ii) 
pembangunan PLTS; (iii) pembangunan SPAM; (iv) 
Pembangunan/rehab gedung sekolah, ruang belajar, perpustakan, 
rumah dinas, asrama siswa; (vi) pembangunan/rehab RS, 
puskesmas, pustu, poskesdes, polindes, rumah dinas; pengadaan 
ambulan. 
Adapun permasalahan yang membutuhkan kebijakan asimetris 

yaitu sebagai berikut. 
1) Mendorong pemanfaatan potensi blok gas Masela untuk 

mendorong pengembangan PKSN Saumlaki. 
2) Mahalnya biaya logistik, sehingga membutuhkan pengembangan 

kapal kargo khusus yang melayani jalur Surabaya-Saumlaki-Papua, 
untuk mendistribusikan hasil-hasil kegiatan produksi di Maluku dan 
mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok. 

3) Minimnya konektivitas pelayanan dasar dan akses ke pusat-pusat 
perekonomian, sehingga perlu percepatan pengembangan jalur 
Trans Maluku di kawasan perbatasan yang menghubungkan 
dengan sejumlah Provinsi tetangga. Pembukaan jalur Selatan ini 
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yaitu melibatkan tiga Kabupaten perbatasan di Maluku itu yakni 
dari Papua ï Dobo (Kepulauan Aru) ï Saumlaki (MTB) ï Tiakur 
(MBD) ï Kupang (NTT) dan Surabaya (Jatim). 
 

f)  Kebutuhan Pembangunan Wilayah Papua  
Adapun hasil inventarisasi usulan pemerintah daerah terkait 

kebutuhan intervensi pembangunan kawasan perbatasan negara di 
Wilayah Papua yaitu sebagai berikut. 
1) Sektor Ekonomi, meliputi: (i) pengembangan sektor berdagangan 

& UMKM; (ii) p eningkatan produktivitas dan produk olahan hasil 
perikanan, pertanian, dan peternakan; (iii) p engelolaan limbah 
kelapa sawit; (iv) peningkatan ketrampilan masyarakat dan akses 
lapangan kerja; dan (v) Pengembangan BUMDES. 

2) Sektor Konektivitas, meliputi: (i) pembukaan, pembangunan, & 
perawatan jalan; (ii) pembangunan bandara; (iii) k etersediaan 
dermaga dan transportasi air. 

3) Sektor Infrastruktur Dasar , meliputi: (i) pembangunan BTS; (ii) 
pembangunan PLTS; (iii) pembangunan Embung dan SPAM; (iv) 
pembangunan/rehab gedung sekolah, ruang belajar, perpustakan, 
rumah dinas, asrama siswa; (v) pembangunan/rehab RS, 
puskesmas, pustu, poskesdes, polindes, rumah dinas, pengadaan 
ambulan. 

4) Sektor Pertahanan Keamanan, yaitu pembangunan dermaga 
hankam Pos Angkatan Laut sungai torasi. 
Adapun permasalahan yang membutuhkan kebijakan asimetris 

yaitu sebagai berikut.  
1) Penyelesaian persoalan pembagian kewenangan di perbatasan 

antara TNI, Polri, dan BNPP. 
2) Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan lokal berbasis pasar 

di Boven Digoel (karet dan sayuran), Keerom (kelapa), 
Pegunungan Bintang (ubi jalar), dan Merauke (pertanian dan 
perikanan). 

3) Pengembangan pasar perbatasan ke level ekspor dari Papua ke 
PNG dan negara-negara pasifik lainnya. 
Merujuk pada karakteristik dan ragam kebutuhan pembangunan 

daerah perbatasan sebagaimana diusulkan oleh pemerintah daerah 
secara garis besar telah menjadi bagian dari rencana pembangunan 
serta telah tertuang dalam Prioritas Nasional Pembangunan Perbatasan 
Negara Tahun 2017. Lebih dari itu kebutuhan pembangunan tersebut 
juga telah menjadi bagian perencanaan pembangunan daerah 
perbatasan dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 
Tahun 2015-2019 oleh BNPP. Berdasarkan penelusuran dokumen-
dokumen perencanaan tersebut, maka diketahui bahwa secara 
mendasar bahwa dimensi perencanaan pembangunan daerah 
perbatasan negara telah mengakomodir kebutuhan intervensi 
pembangunan yang menjadi usulan pemerintah daerah. Artinya 
permasalahan pembangunan daerah perbatasan negara bukan pada 
dimensi perencanaan, namun pada dimensi pelaksanaan. Oleh karena 
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diperlukan alternative kebijakan yang mampu mempercepat 
pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan negara. 

 

5.  Kesimpulan & Rekomendasi  
5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 
dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1) Kebijakan asimetris dalam pembangunan kawasan perbatasan negara 
pada dasarnya telah mendapat dukungan melalui amanat Nawa Cita ke-3 
yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan meletakkan dasar-
dasar desentralisasi asimetris yang terutama ditujukan untuk melindungi 
kepentingan nasional di kawasan perbatasan. Di samping itu amanat UU 
23/2014 Pasal 361 (ayat 2, 3, 7) juga memberikan kewenangan dan 
kewajiban khusus bagi Pemerintah Pusat untuk membangun kawasan  
perbatasan negara. Namun, hingga saat ini, baik Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, maupun stakeholders pembangunan lainnya belum 
memiliki pemahaman yang sama untuk menerjemahkan kebijakan 
asimetris dalam langkah yang lebih konkrit. 

2) Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, kebijakan asimetris bagi 
pembangunan perbatasan negara merupakan pembedaan atau 
pengecualian dalam kecepatan, ukuran, maupun dosis untuk 
mempercepat pelaksanaan program pembangunan di kawasan 
perbatasan negara, terutama dalam mengatasi regulasi dan kelembagaan 
yang cenderung menghambat. Sehingga kebijakan asimetris ini dapat 
menjadi breaktrough yang berbentuk diskresi kebijakan.  

3) Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan negara dalam hal ini 
menjadi prioritas untuk membuka keterisolasian, yang perlu dilakukan 
dengan memperkuat skema pendanaan dan regulasi yang bersifat 
afirmatif. Regulasi diperlukan untuk mempercepat sisi pelaksanaan yang 
seringkali terhambat oleh aturan yang bersifat sektoral.  

4) Pada UU 43/2008 terdapat upaya penguatan kewenangan kecamatan di 
perbatasan, mengingat kecamatan secara definitif disebut sebagai 
kawasan perbatasan (lokasi prioritas). Penguatan tersebut perlu 
mempertimbangkan kedudukan kecamatan dalam pemerintah daerah, 
karena kecamatan merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD). Sebaiknya penguatan kelembagaan diarahkan ke desa, terutama 
dengan adanya momentum otonomi desa melalui UU No 8/2012.   

 
 

5.2.  Rekomendasi  
Rekomendasi alternatif kebijakan asimetris pembanguan daerah 

perbatasan yang diusulkan terbagi dalam tiga level yaitu Mikro, Messo, dan 
Makro sebagai berikut. 
1) Mikro (Koordinasi, Birokrasi, Efektivitas Program dan Kegiatan) 

a. Penyederhanaan mekanisme pengadaan barang dan jasa paket 
kegiatan di perbatasan 
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b. Internalisasi kebijakan asimetris dalam rancangan RKP 2018 dan 
mengawal renja K/L tahun 2017 khususnya terkait program 
pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan negara  

c. Pengembangan skema ñanak asuhò BUMN kepada kabupaten 
perbatasan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perbatasan 

2) Meso (Aspek Fiskal, Kelembagaan, dan Regulasi) 
a. Keberpihakan alokasi anggaran provinsi perbatasan, (misal: minimal 

20% dialokasikan kepada lokpri perbatasan) 
b. Eksistensi kelembagaan BPPD ataupun tim ad hoc (bentuk lain) dalam 

percepatan pembangunan kawasan perbatasan  
c. Penguatan kapasitas kecamatan sebagai basis referensi kebutuhan 

pembangunan perbatasan 
d. Penguatan peran pemerintah desa dalam percepatan pembangunan 

kawasan perbatasan 
e. Penyiapan regulasi berkaitan dengan: 

a) Jaminan ketersediaan kebutuhan logistik dasar dari dalam negeri 
b) Kuota BBM untuk kapal nelayan di perbatasan 
c) Menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang sama di kawasan 

perbatasan dengan wilayah lain 
d) Subsidi angkutan perintis terhadap kebutuhan pokok perbatasan, 

alat kesehatan 
e) Regulasi perdagangan lintas batas 
f)  Insentif bagi petugas di wilayah perbatasan (guru, tenaga 

kesehatan, TNI, Polri).  
g) Satuan biaya khusus (harga bahan bangunan, pengiriman, 

perjalanan, alat kesehatan) 
3) Makro (Sosial Politik & Kewenangan) 

a. Penambahaan kewenangan (urusan materiil/khusus) pengelolaan 
perbatasan kepada pemerintah daerah 

b. Kemudahan pembentukan daerah otonom baru perbatasan diperlukan 
untuk memudahkan rentang kendali di manajemen pemerintahan 
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BAB I  PENDAHULUAN  

1.  Latar Belakang  

Arah pembangunan Indonesia yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 ï 2019 

adalah percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan 

daerah dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip 

pemerataan dan keadilan erat kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi 

yang sangat penting dalam program ï program pembangunan wilayah di 

seluruh Indonesia. Dengan ke dua prinsip tersebut maka pembangunan tidak 

terfokus pada pusat pertumbuhan saja, melainkan memperhatikan aspek 

keberpihakan pada wilayah-wilayah yang tertinggal dan perbatasan, sehingga 

manfaat pembangunan dapat dirasakan di seluruh wilayah, yaitu kesejahteraan 

seluruh masyarakat Indonesia. Implementasi prinsip ï prinsip tersebut dapat 

diterapkan dengan membangun Indonesia tidak pada kota ï kota pusat kegiatan 

ekonomi saja, tetapi juga daerah ï daerah pinggiran dan terdepan yang 

berpotensi menjadi beranda depan negara. 

Pembangunan daerah pinggiran dipandang dengan perspektif yang utuh 

dan obyektif sesuai dengan kondisi geografis-sosial sebagai daerah yang 

memiliki kesenjangan tinggi karena kurangnya kegiatan pembangunan selama 

ini. Kondisi ini memerlukan intervensi pembangunan yang tidak sama dengan 

daerah yang maju. Untuk itu, diperlukan afirmasi untuk mendorong ke giatan 

ekonomi dengan melihat pada karakteristik aktivitas ekonomi, kondisi 

keterisolasian dan kondisi sosial yang ada di dalam dan di sekitar wilayah 

tersebut. Maka dalam pelaksanaan pembangunan daerah pinggiran perlu 

diletakan dasar ï dasar kebijakan asimetris, yaitu dengan memberikan kebijakan 

keberpihakan pada daerah ï daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan (RPJMN 

2015-2019). Pembangunan daerah pinggiran memerlukan perhatian yang lebih 

dari pemerintah pusat, dimana daerah tersebut dapat menjadi kata lisator 
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pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga percepatan 

pembangunan di daerah pinggiran dapat terlaksana.  

Merujuk pada nawacita ke-3 presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla, 

ñMembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

Desa dalam kerangka Negara Kesatuanò, ini menjadi peletakan dasar dimulainya 

desentralisasi asimetris. Kebijakan tersebut berorientasi pada pemerataan 

pembangunan antar wilayah terutama kawasan Indonesia bagian timur dan 

pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu 

terdapat 5 arah kebijakan pengembangan desentralisasi asimetris: 1) Penguatan 

tata kelola dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah; 2) Pembangunan 

Desa dan Kawasan Perdesaan; 3) Pembangunan daerah tertinggal; 4) 

Pengembangan kawasan perbatasan; 5) Penataan Daerah Otonomi Baru (DOB) 

untuk kesejahteraan masyarakat. Kawasan perbatasan dinilai perlu 

mendapatkan perlakuan khusus mengingat perannya sebagai batas Negara. 

Kawasan perbatasan memegang fungsi penting karena kompleksitas masalah 

yang dihadapi sekaligus urgensinya sebagai halaman depan ñberandaò Negara. 

Gambar 1. Penjabaran Nawa Cita Ke-3 

 

Faktor yang mempengaruhi lambatnya pembangunan di daerah pinggiran 

adalah minimnya kemampuan pemerintah dari aspek sumber pendanaan dan 

sumber daya manusia. Kajian ini dilaksanakan dalam rangka identifikasi upaya-
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upaya asimetris untuk mendorong upaya percepatan pembangunan di daerah 

pinggiran, terutama kawasan perbatasan negara. Kawasan perbatasan negara 

dipilih sebagai lingkup wilayah kajian dengan ditetapkannya Inpres No. 6 Tahun 

2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara 

Terpadu Dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan. Arahan 

Presiden RI dalam Inpres No. 6 Tahun 2015 harus diselesaikan dalam jangka 

waktu 3 (tiga) tahun yaitu di tahun 2017. Oleh karena itu, kajian ini akan 

disusun sebagai bahan dasar evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut.  

Kawasan perbatasan merupakan salah satu bentuk satuan wilayah yang 

memerlukan kebijakan asimetris untuk pencapaian usaha pembangunan di 

bidang kawasan perbatasan. Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kawasan Perbatasan Negara 

adalah kecamatanïkecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara 

lain. Kondisi wilayah yang berhadapan langsung dengan negara lain tersebut 

memerlukan pendekatan keberpihakan dalam implementasi program ï program 

pembangunan nasional.  

Gambar 2. Peta Kawasan Perbatasan Negara  

 

 

Sesuai dengan target yang ada di dalam Sasaran Pembangunan 

Kewilayahan dan Antarwilayah dalam RPJMN 2015 ï 2019, pembangunan 

kawasan perbatasan difokuskan pada pengembangan pusat ekonomi perbatasan 

di 10 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 lokasi prioritas (lokpri) 
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serta peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan di 92 

pulau ï pulau kecil terluar dan terdepan. Ada tiga dimensi yang diterapkan 

dalam usaha pencapaian target tersebut, yaitu kesejahteraan, keamanan dan 

lingkungan. Dengan demikian kawasan perbatasan kedepannya diharapkan 

menjadi wilayah yang maju, berdaulat dan berwawasan lingkungan sebagai 

beranda depan negara yang berdaya saing . 

Salah satu bentuk kebijakan asimetris yang pernah diterapkan dalam 

pembangunan kawasan perbatasan adalah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

khususnya DAK Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan (SPKP) yang banyak 

membantu daerah dalam membangun sarana prasarana kawasan perbatasan. 

Kebijakan alokasi DAK ke kawasan perbatasan negara dilaksanakan dalam 

rangka membuka keterisolasian di kawasan perbatasan. Sejak DAK SPKP 

dihilangkan dan digabung dengan DAK Transportasi Desa yang fokus pada 

sektor infrastruktur konektivitas desa, maka pengawasan secara khusus untuk 

tindakan afirmasi pembangunan infrastruktur perbatasan menjadi minim. Pada 

kenyataannya, bentuk kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk afirmasi 

pemerintah pusat ke kawasan perbatasan, namun saat ini terkendala masalah 

kewenangan urusan.  

Hasil dari kebijakan asimetris tersebut beberapa telah membantu kawasan 

perbatasan dalam menyelenggarakan pembangunan fisik kawasan perbatasan, 

sedangkan sebagian lainnya diketahui tidak tepat sasaran atau tidak dapat 

dilaksanakan karena berbagai kendala. Oleh karena itu, arah kebijakan 

percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat difokuskan pada pembangunan infrastruktur wilayah. 

Lebih lanjut, kajian ini akan mengidentifikasi konsep kebijakan yang tepat dalam 

rangka penerapan kebijakan asimetris di kawasan perbatasan dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai beranda depan negara. 

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas yang 

memiliki fokus perhatian salah satunya pada kawasan perbatasan bermaksud 

mengadakan kegiatan Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam 

pembangunan infrastruktur di Kawasan Perbatasan Negara. Kajian ini 
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diharapkan dapat merumuskan konsep program ï program yang dapat 

membantu kawasan perbatasan melaksanakan urusan daerahnya. 

 

2.  Tujuan  Kajian  

Tujuan dari Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam 

pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara yang dilaksanakan oleh Direktorat 

Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas adalah: 

1) Memahami konsep dan implementasi kebijakan asimetris pembangunan 

infrastruktur di kawasan perbatasan negara; 

2) Identifikasi Kebutuhan dan Isu Pembangunan Asimetris Pembangunan 

Perbatasan; 

3) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan asimetris 

pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan negara. 

 

3.  Fokus Kajian  

Adapun fokus Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam 

pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara sebagai berikut: 

a) Analisis normatif kebijakan asimetris dan keterkaitannya dengan arah 

pembangunan nasional; 

b) Mengidentifikasi Daftar Kebutuhan Pembangunan; 

c) Mengidentifikasi masalah implementasi pembangunan perbatasan; 

d) Menyusun alternatif kebijakan asimetris dalam optimalisasi pembangunan di 

kawasan perbatasan. 

 

4.  Keluaran  

Hasil keluaran yang diharapkan (output) dari Kajian Pengembangan 

Kebijakan Asimetris dalam pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara adalah: 

1) Pemahaman yang holistik dan integratif  mengenai kebijakan kebijakan 

asimetris dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan negara; 

2) Teridentifikasinya kebutuhan dan isu pembangunan asimetris pembangunan 

perbatasan; 
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3) Bahan rekomendasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk 

memperbaiki implementasi kebijakan asimetris dalam pembangunan 

infrastruktur kawasan perbatasan negara. 

 

BAB II KAJIAN TEORI  

1.  Desentralisasi Dala m Negara Kesatuan  

Gagasan konseptual mengenai desentralisasi berangkat dari pemikiran 

Brian C. Smith dalam bukunya yang berjudul Decentralization The Territorial 

Dimension of The State. Secara etimologi desentralisasi berarti pengurangan 

pemusatan administrasi pada suatu pusat tertentu dan pemberian kekuasaan 

kepada pemerintah daerah (lokal). Berdasarkan pengertian tersebut, Smith 

(1985) menegaskan bahwa gagasan desentralisasi sebagai suatu gejala politik 

yang melibatkan administrasi dan pemerintahan. Desentralisasi menyangkut 

pendelegasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu 

hirarki territorial, baik dari segi tingkatan pemerintahan  dalam suatu negara 

maupun tingkatan jabatan dalam suatu organisasi berskala besar. 

Menurut Smith (1985), desentralisasi dapat ditinjau dari perspektif politik. 

Dalam perspektif ini desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan 

berdasarkan kewilayahan (territorial ). Desentralisasi berkenaan dengan sejauh 

mana kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) diserahkan melalui suatu 

hirarki secara geografis dalam negara. Konsekuensinya adalah, desentralisasi 

mensyarakatkan pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah lebih kecil 

serta pembentukan institusi-institusi administratif  dan politis di daerah. 

Berangkat dari pemikiran B.C Smith, Muluk (2009) menyebutkan bahwa 

desentralisasi dapat ditinjau teori ilmu sosial antara lain demokrasi liberal dan 

pilihan publik (public choice). Dalam perspektif demokrasi liberal, desentralisasi 

dipandang mampu mendukung demokrasi pada dua tingkatan (nasional dan 

local government). Pertama, desentralisasi berkontribusi dalam perkembangan 

demokrasi nasional. Dimana local government dapat menjadi sarana pendidikan 

politik rakyat, memberikan pelatihan bagi kepemimpinan politik, da n mendukung 

penciptaan stabilitas politik. Kedua, local government dapat memperoleh 
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manfaat persamaan politik, daya tanggap, akuntabilitas, aksesibilitas, dan 

penyebaran kekuasaan (spread of power). 

Sedangkan dalam perspektif teori pilihan publik, desentra lisasi merupakan 

medium penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu melalui pilihan 

publik. Menurut Stoker (1991) sebagaimana dikutip oleh Muluk (2009) Individu 

diasumsikan akan memilih tempat tinggalnya dengan membandingkan berbagai 

paket pelayanan dan pajak yang ditawarkan oleh berbagai kota yang berbeda. 

Selain itu perspekti teori pilihan publik turut memberikan manfaat bagi Local 

Government. Pertama , adanya daya tanggap publik terhadap preferensi 

individual (public responsiveness to individual preferances). Selain itu, local 

government turut memberikan cara agar preferensi penduduk dapat 

dikomunikasikan melalui pemilihan dan prosedur politik lainnya. Kedua , local 

government memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan barang 

publik (the demand for public goods). Desentralisasi mampu meningkatkan 

jumlah unit -unit pemerintahan dan derajat spesialisasi fungsinya sehinga 

meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi permintaan publik. 

Ketiga , desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam 

menyediakan penawaran barang publik (the supplay of public goods). 

Menurut Smith (1985), kebutuhan administratif maupun tuntutan politik 

terhadap desentralisasi hampir dirasakan pada semua sistem pemerintahan. 

Yang membedakan adalah respon negara yang berbeda antara negara satu 

dengan yang lain. Hal tersebut didasarkan pada perbedaan dari aspek geografi, 

ekonomi, etnik, sejarah dan ideologi yang pada akhirnya menjadikan perbedaan 

pengelolaan desentralisasi (dalam arti luas). Negara federasi membagi 

membangun desentralisasi lebih dimaksudkan untuk tujuan tingkat regional 

(negara bagian). Sedangkan negara unitarian (kesatuan) desentralisasi lebih 

ditujukan pada tujuan nasional.  
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a)  Ragam Desentralisasi  

Muluk (2009) dalam bukunya yang berjudul Peta Konsep Desentralisasi, 

merumuskan beberapa peristilahan sekaligus pengertian desentralisasi yang 

diadopsi dari pendapat beberapa ahli. Desentralisasi (dalam arti luas) memiliki 

turunan bentuk yang memiliki perbedaan penyerahkan kekuasaan, kewenangan, 

pengelola dan hal terkait lain. Berikut adalah perbandingan istilah desentralisasi. 

Tabel 1. Perbandingan Istilah Desentralisasi  

INDONESIA AMERIKA SERIKAT INGGRIS 

Desentralisasi  Political Decentralization Devolution 

Dekonsentrasi  Administrative Decentralization Deconcentration 

Delegasi Functional Decentralization Delegation 

Privatisasi  Market Decentralization Privatization 

Deregulasi  Legal Decentralization Deregulation 

Sumber: Muluk 2009 

Peristilahan tersebut didasarkan pada bentuk penyerahan kekuasaan atau 

otoritas dari pemerintah pusat terhadap  badan/lembaga, pemerintah daerah, 

ataupun bentuk lain sebagai pelaksana didaerah. Rondinelli sebagaimana dikutip 

Meenakshisundaram dalam Muluk (2009) menjelaskan jenis desentralisasi 

sebagai berikut.  

1) Desentralisasi ñsempitò (devolution), pembentukan dan penguatan 

unit-unit pemerintahan sub-nasional (pemerintah daerah) dengan aktivitas 

yang secara substansial berada di luar kontrol pemerintah pusat.  Conyers 

(1983) menambahkan, desentralisasi merupakan kewenangan politik yang 

ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal. 

2) Dekonsentrasi, penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab 

administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau 

badan pemerintah. Dengan bahasa lain Conyers (1983), dekonsentrasi 

merujuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan 

badan-badan pemerintah pusat. 
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3) Delegasi , perpindahan tanggung jawab fungsi -fungsi tertentu kepada 

organisasi di luar struktur birokrasi regular dan hanya secara t idak langsung 

dikontrol oleh pemerintah pusat.  

4) Privatisasi , memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada 

organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari 

pemerintah. 

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia sejak masa Hindia 

Belanda sampai Indonesia modern saat ini dikenal pula istilah Medebewind 

(Sinjal, 2001) sebagaimana dikutip dalam Muluk (2009). Medebewind 

dialihbahasakan sebagai tugas pembantuan, yang berarti hak menjalankan 

peraturan-peraturan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasan 

berdasarkan perintah pihak atasan tersebut. Rohdewohld (1995) sebagaimana 

dikutip dalam Muluk (2009) menyebutkan bahwa Medebewind merupakan fungsi 

tertentu yang berada di bawah yuridiksi pemerintah pusat yang dijalankan oleh  

unit administrasi pemerintah daerah otonom atas perintah pemeritnah pusat. 

Pemeritnah pusat tetap mempertahankan yuridiksinya dalam hal perencanaan 

dan pendanaannya. 

 

b)  Faktor Penentu Deraja t  Desentralisasi  

Menurut Muluk (2009) terdapat beberapa faktor yang  dapat menentukan 

derajat desentralisasi. Adapun faktor yang dimaksud antara lain: 

1) Derajat desentralisasi dapat dilihat dari fungsi atau urusan yang dijalankan 

oleh pemerintah daerah. Jika fungsi yang didesentralisasikans semakin 

banyak, maka semakin tinggi pula derajat desentralisasi. 

2) Jenis pendelegasian fungsi, dalam hal ini terdapat dua jenis yaitu open end 

arrangement atau general competence dan ultra-virus doctrine. Prinsip 

general competence merupakan yaitu pemerintah daerah harus melakukan 

apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya 

sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah itu. 

Sedangkan prinsip ultra-virus doctrine yaitu pemerintah daerah dapat 
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bertindak pada hal-hal tertentu atau memberikan pelayanan t ertentu saja. 

Fugnsi atau urusan pemerintahan bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan 

fungsi pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat. 

Jika suatu pemerintah daerah memiliki fungsi atas tipe pendelegasian 

general competence maka dapat dianggap derajat desentralisasinya lebih 

besar. 

3) Jenis kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Kontrol represif 

menunjukan derajat desentralisasi yang tinggi dari pada kontrol yang 

bersifat preventif.  

4) Derajat desentralisasi ditinjau dari aspek keuangan daerah, hal ini berkaitan 

dengan sejauh mana adanya desentralisasi pengembilan keputusan baik 

tentang penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah. 

5) Metode pembentukan pemerintah daerah, derajat desentralisasi akan lebih 

tinggi jika sumber otoritas daerah berasal dari ketetapan legislatif dari pada 

pendelegasian dari eksekutif. 

6) Derajat ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah 

pusat. Semakin besar persentase bantuan pemerintah pusat dibandingkan 

penerimaan asli daerah maka semakin besar ketergantungan daerah 

tersebut kepada pusat. Sehingga derajat desentralisasinya semakin rendah. 

7) Besarnya wilayah pemerintahan daerah, terdapat asumsinya yang 

menyatakan bahwa semakin luas wilayahnya maka semakin besar derajat 

desentralisasinya karena pemerintah daerah lebih dapat mengatasi 

persoalan dominasi pusat atas daerah. 

8) Derajat desentralisasi ditentukan oleh politik kepertaian. Jika perpolitikan di 

tingkat lokal masih didominasi organisasi politik nasional, maka derajat 

desentralisasinya dianggap lebih rendah. Jika perpolitikan ditingkat lokal 

lebih mandiri dari organisasi politik nasional, maka derajat desentralisasinya 

lebih tinggi.  

Merujuk pada konsepsi dasar konsep pendegasian fungsi dalam 

desentralisasi diatas, maka Indonesia menempatkan lingkup pendelegasian 

fungsinya pada konsep ñultra virus doctrineò. Dimana delegasi fungsi yang 

diberikan terbatas pada urusan yang dipandang perlu bagi pemerintah daerah. 
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Pihak yang dapat menilai apakah urusan tersebut dipandang perlu atau tidak 

dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Ini terlihat dari urusan yang 

didelegasikan kepada pemerintah daerah melalu urusan konkuren telah diperinci 

secara jelas dalam UU 23/2014 tentang pemerintah daerah. Sementara itu jika 

dilihat dari spectrum ideologi desentralisasi yang dikembangkan Fritzen dan Lim 

(2006), maka pengalaman desentralusasi Indonesia paling luas terbatas pada 

Desentralisasi politik. Belum pernah terjadi desentralisasi pasar dalam sejarah 

desentralisasi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (unitarian) 

mempunyai orientasi desentralisasi pada pencapauan tujuan Nasional.  Atas 

dasar pemikiran tersebut, maka peluang penerapan desentralisasi asimetris yang 

bisa dilakukan di Indonesia paling tidak dibatasi pada lingkup: 1) desentralisasi 

administrasi, yang berorientasi pada dekonsentrasi, delegasi dan efektifitas 

pelaksanaan program dan birokrasi; 2) desentralisasi fiscal, yang memiliki skala 

lebih besar daripada desentralisasi admionistrasi, dengan kewenangan 

pengelolaan anggaran; 3) desentralisasi politik, dengan berorientasi pada 

pendekatan devolusi, preservasi khusus terhadap ke khasan daerah dan dalam 

rangka menjaga stabiltas kedaulatan Negara. 

 

 

c)  Sistematika Distribusi Urusan  

Sistematika distribusi fungsi atau wewenang kaitannya dalam desentralisasi 

dapat ditinjau dari pemikiran Diana Conyers (1986) sebagaimana dikutip oleh 

Muluk (2009) yang berjudul ñDecentralization and Development: A Framework 

for Analysisò. Dalam tulisan tersebut Conyers menjelaskan beberapa aspek yang 
























































































































































